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ABSTRAK 
 

David Christian, 202010115120, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Kepemilikan Senjata api Ilegal menurut Undang-Undang Darurat Nomor 
12 Tahun 1951. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat ketat dalam mengatur 
Senjata api. Undang-undang yang mengatur mengenai senjata api diatur dalam 

Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Kepemilikan senjata api di 
kalangan masyarakat sipil, merupakan bukan suatu hal yang lumrah. Kepemilikan 

senjata api oleh sipil bukan suatu tindak pidana, jika mememuhi syarat-syarat yang 
telah ditentukan dalam undang-undang. Pemberian syarat tersebut guna untuk 
mencegahnya penyalahgunaan senjata api.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal 
research). Metode ini dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis Undang-

undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dokumen-dokumen hukum maupun jurnal 
hukum yang terkait dengan kepemilikan senjata api ilegal. Penelitian ini dilakukan 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap masyarakat 

yang memiliki senjata api tanpa izin resmi dan untuk mengetahui apa saja kendala 
hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata 

api secara ilegal. 
Hasil penelitian ini dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 

sudah menyatakan bahwa jika ada yang melanggar ketentuan undang-undang 

tersebut dihukum dengan pidana penjara seumur hidup, namun dalam 
pelaksanaanya seperti pada putusan pengadilan Nomor 112/Pid.sus/2023/PN. Bko 

dan Putusan pengadilan negeri nomor 114/Pid.sus/2024/PN.Mre dalam kedua 
putusan ini hakim memberikan hukuman terhadap pelaku tidak pidana kepemilikan 
senjata api masih sangat ringan. Kedua, terkait kendala hukum dalam penegakan 

hukum yaitu masih kurangnya pemahaman terhadap undang-undang oleh penegak 
hukum terhadap kasus pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api serta 

kurangnya pengawasan sehingga bisa terjadinya kepemilikan senjata api secara 
ilegal oleh masyarakat dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum.  
 

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Senjata Api, Ilegal. 
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ABSTRACT 
 

David Christian, 202010115120, Law Enforcement Against Perpetrators of Illegal 
Firearm Possession under Emergency Law Number 12 of 1951. 
 

Indonesia is one of the countries that is very strict in regulating firearms. 
The law regulating firearms is regulated in Emergency Law Number 12 of 1951. 

The ownership of firearms among civil society is not a common thing. Civilian 
possession of firearms is not a criminal offense, if it meets the conditions that have 
been determined in the law. The provision of these conditions is to prevent the 

misuse of firearms. 
 This study uses a normative legal research method. This method is carried 

out qualitatively by analyzing Emergency Law Number 12 of 1951, legal documents 
and legal journals related to the possession of illegal firearms. This research was 
conducted to find out how law enforcement is carried out against people who own 

firearms without official permits and to find out what are the legal obstacles in law 
enforcement against perpetrators of illegal firearms ownership.  

The results of this research in Emergency Law Number 12 of 1951 have 
stated that if anyone violates the provisions of the law, they will be punished with 
life imprisonment, but in its implementation as in the court decision Number 

112/Pid.sus/2023/PN.Bko and District Court Decision number 
114/Pid.sus/2024/PN.Mre In these two decisions, the judge gave a very light 

sentence for non-criminal offenders who possessed firearms. Second, related to 
legal obstacles in law enforcement, namely the lack of understanding of the law by 
law enforcement in the case of perpetrators of criminal acts of possession of 

firearms and the lack of supervision so that illegal ownerships of firearms by the 
public can occur and also the lack of public awareness of the law 

 
 
Keywords: Law Enforcement, Firearms, Illegal. 
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